GUBERNUR KAL

. 1
A

IMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR
PERMUKAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

: a. bahwa dalam rangka koordinasi dan tertib administrasi

1.

terhadap perhitungan Pajak Air Permukaan dan batas jatuh
tempo pembayaran dan penyetoran pajak dan sesuai
ketentuan Pasal 5 ayat (1} huruf a Pcraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/Daerah, maka diperlukan penyempurnaan
terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air
Permukaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimanta Timur
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak
Air Masyarakat;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan
kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3984);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor ! Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 4049, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488);



13.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Pcraturan Pcmcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan
Keuangan Gubernur Scbagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
serta kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44},

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
serta kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di  Wilayah Provinsi {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);



Menetapkan

20.

21.

22.

23.

Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang
Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM,M.Si
sebagai Gubernur dan Drs. H. Farid Wadjdy, MPd sebagai
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun
2008-2013;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Ol
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48);

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2011 Nomor 10};

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 10), diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

{(4) Penghitungan volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air
permukaan dilakukan olch Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Kalimantan Timur dan dikoordinasikan olch Dinas Pendapatan Provinsi
Kalimantan Timur dan /atau Tim teknis kabupaten/kota yang terdiri
dari Dinas Pekerjaan umum, Dinas Pertambangan dan energy di
wilayah kabupaten/kota vang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh
UPT Dinas Pendapatan Daerah wilayah setempat.

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dihapus.



3. Ketentuan Pasal 32 ayat (4} diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 32

(4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Gubernur dapat menetapkan penghapusan piutang pajak
sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) sedangkan
untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp.5.000.000.000,00 (Lima
milyar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur sectelah mendapat persetujuan
DPRD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Februari 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd
DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA 0 HUKUM,

H. SUROTO, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19620527 198503 1 006




